
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Hak Paten

Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” adalah hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.18 Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yangtelah dihasilkan manusia memerlukan pengorbana tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.19
Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual agar dapat melindungi hasil temuan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.20 Secara umum HKI mencakup 2 (dua) bagian yaitu:

18 Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media,2010,hlm.15.
19 Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta: PT Asdi, hlm.21.
20 Eddy Damian, Dkk,Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung: PT.Alumni,2003, hlm.2.
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1. Hak cipta (copyrights);
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup: Paten (Patent), Merek (trademark), Desain industri (industrial designs), Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuits); Rahasia dagang (trade secret), Indikasi Geografis (Geographical Indication) dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Suatu perbuatan disebut pelanggaran HKI jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :21
1. Larangan undang-undang yaitu Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna HKI yang dilarang oleh undang undang.
2. Ijin penggunaan yaitu dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang hak paten.
3. Pembatasan
undang-undang
yaitu
Penggunaan
HKI
melewati ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.
4. Jangka waktu yaitu dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai peraturan undang-undang.
Paten adalah suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas karya intelektual dalam bidang teknologi dan merupakan suatu pemecahan atas suatu masalah (invention). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil penemuannya dalam suatu pemecahan masalah yang diberikan dengan kurun waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri ataupun memberikan izin ke pihak lain untuk dapat melaksanakan

21 Ibid.,hlm.2.

invention tersebut. Patent merupakan bagian dalam HKI yang dikategorikan dalam (Industrial Property Right) atau hak kekayaan perindustrian. Dalam hal ini patent termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud (immateril).
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.
Patent right memberikan hak istimewa pada inventor agar bisa melaksanakan paten sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengzinkan atau melarang pemanfaatan invention yang sudah mendapat patent right. Hak eksklusif ini diberikan selama masa perlindungan paten sesuai Undang- Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, selama inventor membayar biaya pemeliharaan dan pembaharuan. Dalam Perjanjian TRIP’S memuat hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten yaitu :
1. Jika yang dipatenkan adalah barang, inventor mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai izin untuk, menggunkan, menganjurkan agar dijual, mendagangkan, dan mendatangkan barang kedalam negeri;
2. Jika yang dipatenkan berwujud metode atau process, inventor mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tidak diizinkan dan diberi izin untuk melakukan proses, menggunakan, menawarkan untuk
menjual atau mengimpor yang dihasilkan oleh proses tersebut.
Invensi adalah Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi yamg dapat berupa produk atau suatu proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau                         proses.
Suatu Invensi yang diberikan paten harus memiliki unsur kebaruan (Novelty) sehingga pemohon paten harus memperoleh atau menemukan sebuah ide atau temuan yang baru di masyarakat agar bisa didaftarkan hak paten. Agar memperoleh patent right, invensi harus sudah melengkapi ketentuan substantif, yakni: invensi yang baru (belum pernah diumumkan di manapun melalui media elektronik ataupun non elektronik saat permohonan patent right belum diajukan dan diberi Tanggal perolehan); berisi langkah inventif; dan bisa diaplikasikan dalam industry. Hal ini merupakan ketentuan yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten pasal 5. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyebutkan :
1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor yang mempunyai hak atau orang yang diberikan izin oleh pemegang paten.
2. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan
Inventor merupakan orang yang memperleh hak paten dari penemuannya. Orang selain inventor harus memperoleh izin dan juga
pengalihan secara tertulis jika ingin memperoleh hak atas patent tersebut. Sebuah invensi yang telah dilindungi dapat di terapkan atau digunakan sendiri oleh inventornya ataupun juga dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh orang lain setelah mendapat izin dari inventor atau melalui perjanjian lisensi yang menyebabkan orang tersebut juga bisa melaksanakan paten tersebut. Masa berlaku Patent right memiliki tenggat waktu yang di atur undang-undang.
Seorang Pemegang Hak Paten memperoleh hak istimewanya itu atas invensi yang telah didaftarkan dan dapat melaksankannya selama 20 tahun. Jika masa perlindungan sudah habis, maka invensi tersebut bukan lagi merupakan milik inventor tetapi menjadi milik public dan dapat dimanfaatkan semua orang. Paten menganut prinsip teritorial, yang berarti perlindungan paten hanya berlaku di negara permohonan paten diberikan. Jika pemegang paten ingin memperoleh hak paten di negara lain harus pula mendaftarkan paten tersebut dengan memenuhi persyaratan permohonan hak paten yang berlaku di negara yang ingin didaftarkan.
Dalam paten berlaku prinsip first to file, hak paten hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dan yang sudah mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing date). waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat menentukan Syarat substantif paten dari sisi kebaruan (novelty) karena jika sudah pernah diketahui oleh public sebelum tanggal diterimanya permohonan itu artinya invensi tersebut bukanlah invensi baru. Paten berprinsip territorial yang
berarti perlindungannya hanya diberikan dan berlaku di negara atau tempat inventor mengajukan pendaftaran paten atau patent right berlaku. Permohonan pendaftara paten didaftarkan Direkorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual jika ingin mendapat patent right diwilayah negara Indonesia. Jika Invensi yang memiliki hak paten di negara lain maka invensi tersebut bebas untuk dimanfaatkan di negara Indonesia selama tidak mengekspor produk tersebut ke negara di mana invensi itu dipatenkan dan begitu sebaliknya terhadap invensi-invensi yang dipatenkan di Indonesia.
Sebelum mengajukan permohonan paten, inventor sebaiknya lebih dulu melakukan pencarian untuk mencari apakah ada paten yang sama telah diungkap sebelumnya dan memastikan penemuannya itu telah pantas penelusuran (search), untuk memastikan apakah invensi yang akan di daftarkan telah pantas untuk mendapatkan paten atau tidak. Setelah melakukan penelusuran dan yakin kalau invensi yang ingin dimohonkan maka membuat spesifikasi paten adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu :22
1. Judul dari Invensi yang di mohonkan patent
2. Latar Belakang Invensi, menjelaskan penemuan telah ada sebelumnya dan kekurangan yang dalam hal ini inventor mencoba untuk menyelesaikannya.
3. Uraian Singkat Invensi, menjelaskan dengan mengeneralisasikan poin-
poin yang di muat dalam invention

22 Ibid., hlm.33.
4. Uraian Lengkap Invensi, menguraikan tentang cara melakukan invensi tersebut.
5. Gambar Teknik, membuat invention terlihat jelas dan bisa dibayangkan melalui gambar yang dimuat.
6. Abstrak, menguraikan secara ringkas mengenai invention yang dimuat dalam suatu paragraph tentang invensi yang didaftarkan
7. Klaim, yang menjadi inti dari apa yang dimintakan perlindungan paten dan batasan tentang hal-hal apa saja yang dinyatakan mempunyai langkah inventif oleh inventor, sehingga invensi tersebut layak untuk diberikan perlindungan patent right.
Pembuatan spesifikasi patent harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman dalam membuatnya karena tdak semua orang daat membuatnya. Di indonesia ada banyak Konsultan HAKI yang bisa  dimintakan bantuan untuk menyususn spesifikasi paten karena memiliki   keahlian dan berpengalaman. Selain Formulir Permohonan yang sudah diisi semua poinnya dengan empat rangkap, kemudian membayar biaya Permohonan Paten senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, Patent spesification merupakan syarat minimum wajib di lampirkan ketika            permohonan patent diajukan agar diberi tanggal diterima. Jika tiga syarat minimum diatas telah lengkap dan terpenuhi maka permohonn akan di beri Tanggal Penerimaan (Filing Date). Persyaratan formalitas yang lain selain ketiga syarat diatas dapat dipenuhi paling lama tiga sejak permohonan diberi Tanggal Penerimaan, dan bisa dua kali diperpanjang.
Setelah pemeriksaan dilewati dan semua persyaratan sudah dikatakan lengkap maka step selanjutnya yaitu pengumuman. Setelah delapan belas bulan dari diberinya tanggal penerimaan fase pengumuman dimulai, dan ini berjalan selama kurun waktu enam bulan. Ketika pengumuman permohonan akan disiarkan dalam media dan berita resmi patent dan media resmi yang dalam hal ini menyiarkan paten lainnya. Masyarakat yang keberatan atas permohonan paten ini bisa mengajukan secara tertulis kepada DJHKI atas keberatannya ataupun juga merupakan kritik jika menganggap paten tersebut tidak memenuhi syarat diberikan patent right, jadi pengumuman berujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat mengkritik invensi yang dimohonkan.
Sesudah masa pengumuman selesai, selambat-lambatnya tiga puluh enam bulan dari diberi Tanggal Penerimaan, pemohon bisa mengajukan Permohonan Pengecekan Substantif dengan memberikan Formulir yang sudah diisi lengkap dan melunasi pembayar kepada DJHKI. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi dianggap permohonan tersebut ditarik lagi dan kemudian invensi yang dimohonkan menjadi milik publik (public domain). DJHKI dalam tahap ini akan memutusakan layak atau tidaknya invensi dimohonkan diberi paten melauli pemeriksa paten dengan           dokumen-dokumen pembanding yang dijadikan acuan ketika memeriksa invensi tersebut. Pemeriksa harus sudah menentukan dan memastikan apakah permohonannya di terima atau ditolak dengan kurun waktu paling lama tiga puluh enam bulan sejak pengajuan pemeriksaan substantive.
Pemohon bisa mengajukan banding ke Komisi Banding Paten jika permohonan patent pemohon ditolak dan bisa terus berlanjut sampai ke Pengadilan Niaga dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jika semua upaya hukum yang ditempuh selalu berakhir ditolak dan pemohon menerima penolakan maka invention secara otomatis menjadi milik publik. DJHKI akan menerbitkan Sertifikat Hak Paten jika ivensinya diterima untuk di berikan hak paten
Pada Undang-Undang Patent menyebutkan paten bisa dihapuskan baik sebagian ataupun semuanya disebabkan oleh adanya permintaan untuk dihapuskan dari sang pemegang hak dan diterima untuk dikabulkan oleh menteri, perkara pelanggaran paten dalam pengadilan dengan putusannya membatalkan patent dan sudah inkracht atau berkekuatan hukum, Komisi Banding Paten mengeluarkan putusan penghapusan paten, terjadi  pelanggaran oleh pemegang hak paten dengan tidak membayar biaya pertahun patent.
Pengajuan penghapusan paten kapada kementrian dilakukan secara tertulis daan yang merupakan pengaju adalah sang pemegang paten dari sebagian atau seluruh klaim paten. Penghapusan paten yang diajukan ke pihak kementerian dilakukan dengan permohonan tertulis. Penghapusan hanya dilakukan sesuai dengan bagian mana yang di ajukan penghapusannya dan tidak memperluas lingkupannya. Keputusan atas penghapusan / pembatalan paten diberikan oleh menteri secara tertulis kepada pemegang paten ataupun pihak lain yang memegang lisensi paten
dan permohonan penghapusan paten hasil dari keputusan mentri akan dicatat kemudian disiarakan lewat media berita resmi paten elektronik maupun tidak dan mulai berlaku ketika putusan mentri dikeluarkan. Penghapusan paten atas keputusan dalam pengadilan disebabkan adanya perkara atau dengan kata lain adanya gugatan yang diajukan atas paten tersebut, atau bertetangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten di Indonesia dan atau terdapat paten atau invensi yang memiliki kesamaan dan sudah diungkapkan ataupun sudah mendapat paten right lebih dulu.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyebutkan penghapusan patent bisa terjadi apabila inventor tidak memenuhi kewajibannya melunasi biaya tahunan paten dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Menteri, harus menyampaikan pada pemegang patent right dalam jangka waktu tiga puluh hari sebelum dinyatakannya hapus paten tersebut. Menteri terkait wajib menyampaikan kepada pemegang patent baik secara tertulis pada media elektronik atau tidak atas penghapusan patennya Dan juga pembatalan patent tersebut harus dicatat dan disiarkan. Pemilik patent right dan pihak lain yang memiliki hak atas paten tersebut tidak lagi berkewajiban untuk membayar biaya tahunan paten seperti ketika paten masih berlaku dan ini menghapus semua akibat hukum hak dan kewajiban atas patent bersangkutan. “Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan” Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten dibatasi oleh jangka waktu perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir invensi tersebut akan secara otomatis menjadi milik umum dan bebas di lakukan oleh masyarakat luas tanpa kewajiban perlu meminta izin. Dalam istilah lain, invensi yang masa perlindungannya sudah berakhir dan sudah menjadi milik umum tersebut bisa dikatakan sudah memasuki public domain. Istilah Public Domain digunakan untuk menyebut invensi yang hak intelektualnya tidak berlaku. Dengan kata lain, tidak dilindungi oleh hak eksklusif dari seseorang atau telah menjadi milik publik. Yang dapat dikategorikan sebagai public domain adalah invensi yang memang diperuntukkan untuk diketahui publik oleh pembuatnya ataupun juga Invensi yang hak patennya sudah habis otomatis akan menjadi milik publik dan dapat di ketahui oleh masyarakat luas.23
B. Tinjauan Umum tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bentuk komunikasi antar mahkluk hidup yang paling awal merupakan suara, yang dihidupkan oleh mulut, serta diterima oleh telinga, apabila jarak antar mahkluk yang berkomunikasi tersebut jauh, diperlukan perangkat bantu berupa sesuatu yang dapat diindrai. contohnya, ialah abad kedua sebelum masehi, orang Yunani memanfaatkan sinyal obor untuk berkomunikasi. Kombinasi serta kedudukan yang tidak sama dari obor tersebut menghasilkan kombinasi huruf-huruf Yunani. Cara komunikasi
23Rofiq Hidayat, mekanisme penghapusan hak paten, diakses dari: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/inimekanisme- penghapusan- hakpaten/ diakses pada 5 Januari 2022 pukul 11.12 WIB.

memakai obor ini adalah cara awal dari bentuk komunikasi data. Suara drum, juga dapat digunakan untuk berhubungan melalui jarak jauh. Pada abad ke-18, diawali diperkenalkan bendera semahore untuk memberikan komunikasi, bendera semaphore ini dasarnya sama seperti nyala obor pada jaman Yunani, yang mengandalkan kekuatan penglihatan. Setiap kombinasi dari bendera semaphore yang dikibarkan menciptakan kombinasi huruf Latin, pemakaian bendera semaphore ini kendala jarak, dimana semakin jauh jarak antar seseorang yang berhubungan, semakin tidak efisien penggunaan bendera ini. 24
Pada tahun 1753, Charles Morrison, seorang penemu dari Scotlandia, memperkenalkan sistem transmisi listrik memanfaatkan satu kabel (plus ground) kepada masing-masing huruf. Untuk sistem tersebut diperlukan sebuah pithball serta kertas dibagian terima untuk mencetak                  hasilnya. Pada tahun 1835, Samuel Morse memulai penelitian dengan telegraph, seperti yang diketahui seperti sekarang. Dua tahun berikutnya, pada 1837 telegraph mulai diketahui oleh Morse di USA, dan oleh Sir Charles Wheatstonedi Inggris. Telegraph pertama kali disebar luaskan pada tahun 1844, dan mulai masa hubungan listrik yang kemudian akan menguasai kehidupan manusia, skema komunikasi yang diperbincangkan diatas dapat dikatakan “digital”.25
Secara ilmiah, dikatakan seperti itu karena hanya ada sejumlah                      pesan terbatas yang dipergunakan. Tidak demikian halnya setelah
24 Wahyuni Rizkianti, Sistem Digital, diakses dari http://mysistemdigital.blogspot.com. pada 03 Maret 2019.
25 Ibid.,hlm.2.
Alexander Graham Bell memperkenalkan telpon pada tahun 1876. telepon ialah bentuk komunikasi analog. Pesan yang disampaikan mampu tidak terbatas, karena secara langsung diucapkan melalui mulut manusia. Setelah penemuan ini, bentuk analog mulai menggantikan sistem “digital” yang telah ada. Bahkan Western Union Telegraph Company, perusahaan yang tadinya bergerak dibidang telegraph, mulai berpindah ke bisnis telephone.26
Perkembangan teknologi informasi membuat banyak fungsi untuk kehidupan manusia, kesederhanaan / kemudahan dalam menjalankan serta mendistribusikan data, dan berkomunikasi, bermacam industri menempatkan teknologi menjadi alat bantu yang sangat menguntungkan sumber daya penting dalam perusahaan/organisasi ialah informasi, pemanfaatan teklogi informasi dalam idustri membuat perubahan fungsi usaha yaitu dalam mendukung pengambilan keputusan yang berdasar pada informasi yang terpercaya yang diwujudkan melalui teknologi informasi, 
 Menurut Burch dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Azhar Susanto mengatakan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.
 Sedangkan Informasi dalam kamus bahasa indonesia adalah sejumlah data yang telah diolah melalui mengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapainya sesuai
dengan kebutuhan. Informasi juga merupakan fakta yang dapat di gunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.29 Dan menurut Jogiyanto HM informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Berdasarkan Pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data- data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi, Ada 3                         hal penting yang perlu diperhatian dari informasi yaitu (pertama) Informasi merupakan pengolahan data, (kedua) Memberikan makna dan (ketiga) Berguna atau bermanfaat.30
Yang dikatakan informasi hasil pengolahan data akurat yang

29 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa,KamusBesar Bahasa Indonesia, Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka,1990,hlm.331.
30 Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni,Pengenalan Teknologi Informasi.Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008,hlm.67.
memiliki makna dan data tersebut memiliki manfaat, apabila data yang sudah dikumpulkan dan mengadung kebenaran tetapi tidak memiliki manfaat bahkan menimbulkan masalah tidak bisa dikategorikan informasi, misalnya berita-berita gosip, hoax dan lain-lain. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Mc. Leod ada empat yaitu:31
1. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Pengujiannya biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda dan apabila hasilnya sama, maka data tersebut dianggap akurat, Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan
2. Tepat waktu artinya informasi harus sedia/ada pada saat informasi diperlukan, Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan;

3. Relevan artinya informasi harus sesuai dengan yang dibutuhkan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

4. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara utuh dan tidak setengah-setengah.

Lain halnya dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan. Para ahli meneliti konsep informasi tersebut sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman maupun instruksi. Dari pengertian lainnya informasi adalah data yang telah diberi makna misalnya, dokumen berupa spreadsheet
31 Dur Asmani,Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan KomunikasiDalam Dunia Pendidikan, Yogyakarta: Diva Press,2011,hlm.70-76.
(Ms.Excel) biasa digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada didalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan salah satu bentuk informasi, sedangkan angka yang terdapat didalamnya adalah data yang telah diproses sehingga bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya dan pada akhrinya Sifat informasi ini adalah bisa menambah pengetahuan atau wawasan terhadap seseorang. Adapun jenis- jenis informasi sebagai berikut:32
1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, informasi memiliki bebrapa jenis antara lain:
a. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya: peristiwa- peristiwa, pendidikan, kegiatan selebritis.
b. Informasi yang mengajari pembaca (informasi edukatif), misalnya makalah yang berisi tentang cara berternak itik, artikel tentang cara membina persahabatan, dan lain-lain.
c. Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya: informasi dalam bentuk tulisan (berita, artikel, esai, resensi, kolom, tajuk rencana, dll. Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa tulisan teks, karikatur,foto, ataupun lukisan abstrak.
2. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan

32 Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perancangan & Pengembangan SistemInformasi, Yogyakarta: Remaja Rosda Karya,2002,hlm.24.
informasi dari luar negeri.
3. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek.
4. Berdasar penyampaian:
a. Iformasi yang disediakan secara berkala
b. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba
c. Informasi yang disediakan setiap saat
d. Informasi yang dikecualikan
e. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
Teknologi informasi diartikan diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat. Teknologi Informasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email. Menurut Lucas teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis, mikro komputer, komputer mainframe. Menurut Wardiana teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun,menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang
merupakan aspek strategi untuk pengambilan keputusan.33
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware, software, useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah , menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Jadi teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. 

Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia.
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tedapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan definisi mengenai perusahaan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
33 Rusman dkk,Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,Jakarta: Rajawali Pers,2011,hlm.83.
usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa. “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”
Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertisn ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Pendapat Molengraaf ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih merujuk pada aspek ekonomi dan aktifitas perusahaan.34 Dalam pendapat lain Polak tidak memberikan pengertian perusahaan tetapi mengemukakan sejumlah syarat supaya disebut sebagai perusahaan yaitu bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.35 Pandangan Polak ini juga tidak jauh dari sisi komersil, sama halnya dengan Molengraaff. Apabila diamati pandangan para ahli dan

34 HMN Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta:1985,hlm.15-21.
35 Ibid.,hlm.16.
pembuat KUHD di atas yaitu melihat perusahaan dari sisi aktivitasnya (bedriff and business).
Adapun menurut pendapat sarjana lain seperti C.S.T Kansil, Rachmadi Usman, dan Abdulkadir Muhammad. Kemudian C.S.T Kansil memberikan definisi yang sangat singkat mengenai perusahaan. Perusahaan menurut menurut C.S.T Kansil adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD, seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.36 Hal ini berarti bahwa Kansil menyetujui istilah yang dikemukakan oleh KUHD, namun memberikan istilah lain, bahwa yang menjalaskan perusahaan disebut sebagai pengusaha. usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Rachmadi usman menilai pengertian di atas meliputi bentuk usaha (company) dan sekaligus jenis usaha (business). Oleh karena itu Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig), terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (wintsoogmerk).” Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

36 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil,Pokok-Pokok Pengetahuan HukumDagang Indonesia, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta:2008,hlm.33.
Menurut Abdulkadir Muhammad, pekerjaan (beroep) adalah istilah yang memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian perusahaan (bedriff). Tidak semua orang menjalankan pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa struktur perusahaan mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan pekerjaan di perusahan.37 Indonesia sejak jaman dahulu sudah menjadi pusat perdagangan di mana saat itu para pedagang di gerakan secara masing- masing pada setiap individu hingga sekarang ini jaman perkembangan teknologi dan komunikasi didukung dengan sangat pesatnya perkembangan di tanah air,maka semakin banyak dari kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendrian dalam mendirikan sebuah perusahaan, melainkan kebanyakan dari mereka bersama-sama mendirikan sebuah persekutuan- persekutuan atau perseroan- perseroan.maksud dari para pengusaha itu bersatu dalam mendirikan persekutuan adalah agar bekerja sama secara teratur agar terciptanya sebuah tujuan bersama,yakni sebuah tujuan sebuah perusahaan dapat mendapatkan sebuah keuntungan secara sebesar-besarnya.persekutuan-persekutuan ini dapat berbentuk berupa perseroan komantider, perseroan firma serta perseroan terbatas Dalam pengertian perusahaan, maka setiap pengusaha bertindak secara terang- terangan dan terang-terangan bertindak. Terang-terangan memiliki sebuah

37 Ibid.,hlm.84.
arti bahwa tindakan-tindakan para pengusaha harus dapat di ketahui oleh pihak ketiga dan oleh umum dengan cara melakukan tindakan menyebarkan sebuah pengumuman-pengumuman dengan cara tertentu. Oleh karena itu badan-badan baru yang didirikan oleh para pengusaha yang bersatu menggabungkan usahanya sendiri, dijelaskan oleh KUHD dan peraturan- peraturan yang berkaitan di haruskan taat kepada ketentuan mengenai pengumuman.
Mengenai perseroan firma, pengaturan pengumumannya diatur pada Pasal 23 dan Pasal 28 KUHD, yang antara lain di nyatakan bahwa pada perseroan firma di wajibkan mendaftarkan akta pendirian dalam pendaftaran pada pengadilan negeri dan setiap orang di ijinkan memeriksa akta pendaftaran tersebut serta diwajibkan diumumkan dalam berita negara.dalam penjelasanya demikian halnya. Demikian halnya dengan sebuah perseoran terbatas yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan                  HAM Nomor M.HH- 03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan. Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk meyelenggarakan daftar perseroan, Kementrian Hukum dan HAM dapat menugaskan kepada pejabat yang ditunjuk yaitu Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Penjelasan ini menjelaskan bahwa untuk menjelaskan kedudukannya sebagai suatu badan hukum, seperti perseroan firma ataupun perseroan terbatas makan harus melakukan pendaftaran berkaitan dengan pendirianya.38

38 Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia
Sukardono berpendapat bahwa perseroan adalah suatu perserikatan yang bercorak khusus memiliki tujuan untuk memperoleh laba/keuntungan yang ekonomis, sedangkan menurut Subekti menganggap maatschap sebagai suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan Tirtaamidjaja berpendapat bahwa maatschap yaitu sebuah bentuk pokok untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga perusahaan-perusahaan yang diatur di luar KUHD. Kemudian Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan antara lain perserikatan perdata, persekutuan firma, dan perseroan terbatas oleh karena menurut beliau ketiga jenis perusahaan ini mengandung bermacam- macam kekhususan.39 Pendapat ini menggambarkan bahwa perseroan memili tujuan ekonomi di dalamnya yaitu berkaitan dengan pola kerja para anggota yang di naungi dalam suatu perusahaan. Adapun bentuk-bentuk sebuah perusahaan yang di jelaskan pada sub bab berikutnya antara lain perusahaan perorangan (Usaha Dagang (UD)), Persero (Maatschap), Perseroan Firma (Venootschap Onder Firma), Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap).
a. Perusahaan Perorangan (UD)

   Perusahaan perorangan atau usaha perorangan merupakan bentuk perusahaan yang sangat sederhana.Pada prakteknya sebutan untuk perusahaan perorangan menjadi bermacam-macam,terkadang sering di

39 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, op.Cit.,hlm.69.
singkat dengan istilah usaha dagang atau di kenal dengan UD. Jenis usaha perorangan belum terdapat aturan yang mengikat,jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan perusahaan ini.Walaupun belum terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perusahaan perorangan jenis usaha ini di akui sebagai salah satu satu bentuk usaha di dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana semua perusahaan wajib didaftarkan dan pendaftarannya di lakukan menurut jenis perusahaanya,salah satunya adalah jenis usaha perorangan ini.karena belum memiliki dasar hukum yang mengikat hal- hal yang berkaitan dengan usaha perorangan maka dalam pengelolaanya berdasarkan atas kebiasaan.berdasarkan namanya yaitu usaha perorangan maka dalam jenis usaha ini didirikan dan pengelolaanya hanya satu orang saja. Oleh karena belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus berkaitan dengan hal-hal pendirian, permodalan, pengelolaan kegiatan-kegiatan, hingga pembubaran tidak membutuhkan syarat-syarat formal tertentu. Untuk mendirikan usaha perorangan membuat akta pendirian bukan merupakan syarat mutlak.
Usaha perorangan ini adalah usaha yang sering di pakai oleh kalangan masyarakat secara umum,karena tidak adanya syarat formal yang harus di penuhi oleh pengusaha.40
Pada jenis perusahaan ini tidak jelas antara pemisahan kekayaan

40 Irma Devita Purnamasari,Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-KiatCerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Bandung: Kaifa,2010,hlm.7.
usaha dan pemiliknya. Pada umumnya perusahaan perorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis usaha produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Sehingga dapat diketahui bahwa tanggung jawab pada usaha perorangan disini bersifat pribadi, perkembangan usaha berbentuk perusahaan perorangan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik usaha.41
b. Perseroan (Maatschap)

Perseroan merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPdt, sehingga menurut Tirtaamidjaja perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga yang diatur di luar KUHD. Hal ini mengandung pengertian, bahwa peraturan-peraturan mengenai perseoran pada umumnya berlaku juga untuk perusahaan lainnya yang tidak menatur secara tersendiri.

Perseroan diatur pada Pasal 1618 sampai Pasal 1652 Buku III Bab VIII KUHPerdata. Menurut pasal 1618 KUHPerdata. Perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih menyatukan diri untuk melakukan persekutuan bermaksud untuk membagi keuntungan yang terjadi. Oleh karena itu perusahaan ini terdapat beberapa orang yang melakukan persetujuan akan berusaha bebarengan dengan tujuan memperoleh keuntungan serta untuk mencapai titik tujuan mereka bersama-sama dan berjanji menyerahkan uang atau barang-barang atau
menyedikan kekuatan kerja. Perseroan merupakan satu bentuk kerja sama yang sangat sederhana jadi tidak ada peraturan untuk menentukan modal tertentu yang harus di setor,bahkan para anggota di ijinkan hanya meyembungkan tenaganya saja. Selain itu jenis usaha ini tidak memliki batasan pada suatu hal teterntu,sehingga bentuk ini kiranya dapat juga di pakai untuk transaksi perdagangan. Bentuk perseroan hanya mengatur hubungan yang ada di dalam saja yang berkaitn dengan orang-orang yang ikut andil di dalamnya. Maksud perseroan dalam hal ini adalah:
a. Harus bersifat kebendaan

b. Untuk memperoleh keuntungan

c. Keuntungan itu harus dibagi-bagikan atara para anggota-anggotanya

d. Harus mempunyai tujuan yang baik dan dapat diizinkan.

Walaupun perusahaan ini bersifat kebendaan dengan mencari keuntungan, tetapi tidak secara terbuka, serta belum adanya sebuah peraturan yang mengenai peraturan pengumuan terhadap pihak ketiga seperti yang ada pada perseroan firma.untuk mendirikan suatu perseroan cukuplah mudah hanya berdasarkan akta pendirian.syarat tertulis akta notaris tidak wajibkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1624 KUHPerdata perseroan mulai diakui ketika di setujui oleh para anggotanya. Persetujuan ini juga tidak perlu berdasarkan bentuk apapun. Perjanjian yang mengatur perseoran adalah sebagai berikut:

a. Bagian harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
b. Cara bekerja
c. Pembagian keuntungannya
d. Tujuan bekerja sama
e. Lamanya (waktu)
f. Hal-hal lain yang dianggap perlu
Bentuk perusahaan yang berbentuk perseroan adalah bentuk usaha yang paling banyak diminati oleh para pengusaha, dengan alasan keutungan yang diperoleh oleh para pengusaha tidak akan dipisah oleh masing masing para anggota. Apabila didalam akta pendirian tidak mengatur tentang pembagian keuntungan maka keuntungan yang didapat dibagi menurut undang-undang yang berlaku, pembagian menurut undang-undang biasanya berdasarkan besar kecilnya bagian yang dimasukan kedalam perseroan. Bahwa dalam Pasal 1633 KUHPerdata dijelaskan bagian keuntungan masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan dalam perseroan.
Terhadap persero yang hanya memasukan pengalaman, tenaga serta pengetahuan, maka pembagian keuntungan yang didapat akan ditetapkan sama dengan besar kecilnya investasi yang mereka tetapkan pada perusahaan. Mengenai modal perseroan dalam Pasal 1618 KUHPerdata dinyatakan bahwa setiap anggota harus menanamkan sesuatu sebagai sumbangan. Hal ini merupakan sebuah syarat yang wajib untuk perseroan. Maksud dari kata “sesuatu” di jelaskan dalam Pasal 1619 KUHPerdara, bahwa sesuatu ini dapat berbentuk uang ataupun:
a. Berupa barang (lemari, meja, dan lain-lain)
b. Nama baik, misalnya jujur, terkenal, pejabat, dan
c. Kredit (piutang, modal yang belum disetor)
d. Goodwill (jasa, pelayanan).
Walaupun perseroan mempunyai cara bekerja sama selayaknya seperti bentuk perusahaan yang lain (menanamkan modal,fokus mendapatkan sesuatu yang tidak mudah didapat oleh individu lainnya, namun bentuk perusahaan ini memiliki sebuah perbedaan yang terletak pada saat anggota perseroan bekerja sama dengan pihak di luar perseroan. Perjanjian kerja sama yang di adakan oleh paraanggota perseroan tidaklah diberitahun kepada pihak diluar dari perseroan jadi pada saat anggota perseroan tersebut akan bekerja sama dengan pihak luar perseroan, maka seakan mereka bertindak untuk dirinya sendiri. Perseroan mempunyai tujuan antara lain yaitu bersama-sama menjalankan suatu pekerjaan tetap (beroep) misalnya kerja sama pengacara-pengacara atau kerja sama arsitek- arsitek asal perseroan tersebut tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, perseroan yang diatur dalam KUHPerdata adalah bentuk pokok dari perusahaan-perusahaan yang diatur dalam KUHD seperti perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas (Sebelum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 kemudian digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 KUHD maka peraturan-peraturan mengenai perseroan
pada umumnya berlaku juga bagi bentuk-bentuk perusahaan tersebut.
Seorang anggota perseroan dapat saling memindahkan keanggotaan kepada orang lain tanpa persetujuan anggota lainnya. Hal ini sesuai isi perjanjian saat perusahaan didirikan.Perseroan bukan termasuk suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri kepada pihak ketiga. Seorang kreditur hanya dapat menuntut piutang atas harta yang merupakan bagian dari debitur yang mengadakan perjanjian dengan kreditur dan tidak dapat menuntut piutangnya atas harta perseroan secara keseluruhan yang belum mendapat persetujuan pembagian dari anggota-anggota lainnya tersebut. Penuntutan piutang hanya dapat dilakukan apabila:
a. Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kepada anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan dan dalam hal ini dengan nyata telah diberitahukan kepada pihak ketiga, atau disetorkannya semula;
b. Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut ketentuan Undang-Undang yang telah dijelaskan di atas (Pasal 1633 KUHPerdata);
c. Apabila perseroan menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung.
c. Perseroan Firma VOF (Vennootschap Onder Firma)

Firma adalah salah satu bentuk perusahaan yang di atur dalam bentuk perusahaan perseroan komaditer dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Bagian II dari BAB III Kitab I KUHD. Menurut Abdul R. Saliman
firma artinya nama bersama, Firma (vennotschap onder firma) apabila diartikan yaitu nama sekutu yang digunakan menjadi nama perusahaan.44 Seperti diketahui peraturan-peraturan mengenai perseroan (maatschap) yang diatur dalam KUHPdt berlaku juga untuk perseroan firma berdasarkan Pasal 1 KUHD. Selain itu dengan tegas dalam Pasal 15 KUHD dinyatakan bahwa segala perseroan yang disebut dalam KUHD dikuasai oleh :
e. Persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan
f. KUHD
g. KUHPerdata
Oleh karena hal tersebut menurut Prof Sukardono seperti yang dikutip oleh C.S.T Kansil menyatakan bahwa perseroan firma adalah suatu perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan terletak dalam Pasal 15 KUHD terletak pada harus adanya tiga unsur mutlak yaitu:45
a. Menjalankan perusahaan
b. Dengan pemakaian firma (nama bersama)
c. Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.
Menurut perumusan Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan persero firma adalah tiap tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalakan suatu perusahaan dibawah bendera
perusahaan yang sama, dimana para anggotanya langsung dan saling

44 Abdul R. Saliman, Op.Cit.,hal.92.
45 Ibid
bertanggung jawab sendiri-sendiri atas tindakan yang mereka lakukan dengan orang-orang pihak ketiga. Seseorang yang menjalakan perusahaan dengan sungguh-sungguh dalam bertindak dalam suatu kedudukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Perkataan firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang secara bersama-sama. Nama suatu firma ada kalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi persero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama tersebut diambil dari nama orang yang bukan persero. Dengan nama bersama itu sering kita lihat perkataan Co atau Cie. Cie adalah singkatan dari istilah compagnie, yang sebetulnya berarti kelompok, yang dimaksudkan yaitu orang atau orang- orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita. Sebagai contoh antara lain Bread.co.46
Dalam suatu perseroan firma makasetiap persero berhak mengumumkan dan bertindak atas nama dari perseroan itu. Segala perjanjian yang di laksanakan oleh seorang anggota persero juga berkaitan dengan para anggota persero lainnya. Begitu juga halnya apabila segala sesuatu yang di dapat oleh salah seorang anggota persero maka akan menjadi harta bersama bagi perusahaan yang dibentuk.
d. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus dalam KUHD melainkan turut digabungkan bersama dengan peraturan- peraturan mengenai perseroan firma. Pasal 19 KUHD mengatur bahwa persekutuan

46 T. Gilarso,Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Kanisius, 1986,hlm.46.

komanditer atau CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada satu pihak, satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak lain. Adapun pokok pemikiran dari pembentukan persekutuan ini adalah seseorang atau lebih mempercayai uang atau barang guna digunakan didalam proses jual beli yang pengelolaanya dilakukan oleh seorang yang menjalankan perusahaan tersebut dan oleh sebab itu orang yang menjalankan perusahaan itu yang dapat berhubungan dengan pihak ketiga. Karena hal itu juga seseorang yang menjalankan dan berhubungan dengan pihak ketiga sangat bertanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga dan tidak ada semua anggota yang berani bertindak keluar. Demikian ciri khas dari Persekutuan Komanditer sebagaimana diatur oleh KUHD bahwa Perseroan komanditer adalah perseroan yang bertindak langsung di muka umum.
Pada Persekutuan Komanditer terdapat satu orang atau lebih anggota-angotanya tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga hal ini dikarenakan mereka hanya sebatas menyediakan sejumlah modal bagi anggota atau anggota- anggota lainnya yang menjalankan dan mengelola perseroan komanditer tersebut. Persero yang menyediakan sejumlah modal atau diistilahkan bergerak di belakang layar tersebut biasanya disebut persero pasif atau komanditaris sedangkan para anggota persero yang bertindak keluar adalah anggota-anggota aktif
atau yang biasa disebut persero pengurus atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.47
Oleh karena persero aktif atau komplementaris yang menjalankan perseroan maka komplementaris tersebut akan bertanggung jawab atas sebuah tindakan atau keputusan yang di lakukannya. Apabila terdapat persero lebih dari satu maka pengurus akan terdapat perseroan rangkap, yaitu suatu perseroaan firma antara persero-persero pengurus atau komplemetaris, dan perseroan komantider antara persero-persero pengurus dengan para komanditaris. Terhadap istilah geldschieters dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda. Menurut para sarjana, sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil menurut Subekti menerjemahkan dengan istilah “pelepas uang”, Tirtaamidjaja menerjemahkan dengan istilah “si pemberi uang”, dan Sukardono menerjemahkan dengan istilah “mempercayakan uang”. 48
Terjemahan mengenai geldschieters pendapat yang paling mendekati istilah tersebutadalah terjemahan dari Sukardono karena yang dimaksudkan geldschieters sadalah menyerahkan hak milik atas modal kepada persero-persero pengurus atau komplementaris, jadi modal tersebut selama pengelolaan perseroan komanditer berjalan tidak dapat ditagih kembali, melainkan komanditaris mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Persekutuan Komanditer tersebut apabila terdapat keuntungan. Apabila Persektuan Komanditer memiliki banyak hutang sehingga terjadi

47 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.Cit, hlm.86.

48 Ibid

kebangkrutan dan harta benda yang di miliki perseroan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka harta benda privasi dari komplementaris dapat menjadi pertanggungjawaban untuk melunasi hutang perseroan. Sedangkan para komanditaris yang memiliki jabatan paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang mereka setorkan pada perseroan.sedangkan harta benda privasinya tidak dapat diganggu gugat.
Bagi Persekutuan Komanditer yang juga ada sleeping partners ini adalah memberikan kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari pada sistem perseroan firma. Pemikiran tersebut didasarkan karena terdapat orang yang memiliki modal, namun berhubung karena sesuatu dan lain hal seperti kekurangan waktu sehingga orang yang memiliki modal tersebut tidak dapat turut aktif dalam perusahaan maka bentuk Persekutuan Komanditer memberikan kemungkinan-kemungkinan pada orang-orang ini untuk turut serta walau hanya secara pasif saja.49
e. Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap)

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling digemari masyarakat saat ini, terlebih dahulu akan diberikan definisi dari UUPT mengenai Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

49 Ibid,.hlm.37.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada awalnya Perseoran Terbatas diatur dlam KUHD bersama perseroan firma dan perseroan komanditer. Perseroan Terbatas diatur pada pasal 35 sampai dengan Pasal 36 KUHD, kemudian tidak berlaku lagi karenasudah di gantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan pemerintah kembali mengganti undang undang tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Walaupun sudah memiliki pengaturan khusus di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tetapi pengaturan terhadap Perseroan Terbatas masih berlandaskan kepada KUHPerdata khususnya mengenai pendirian karena bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian.
Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan investor dalam pendiriannya harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang di atur dalam buku ketiga mengenai perikatan (verbentinisen) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya bab kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum Perjanjian (Pasal 1313- 1319), Bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 – 1337), serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338 – 1341). Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 dua orang atau lebih.
Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undangundang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) UUPT terbaru disebutkan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.
Perseroan Terbatas didirikan oleh sedikitnya dua orang atau lebih yang mana mereka bersepakat untuk menjalakan dan mendirikan Perseroan Terbatas. Tentu saja ketentuan ini menjadi penegas bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat dididirikan oleh satu orang saja. Dalam UUPT terbaru juga diberikan pengertian mengenai orang yang mana orang disini          didefinisikan orang perorangan maupun badan hukum. Perseroan Terbatas memiliki modal dasar sebagai kekayaan awal pada saat dibentuk sebagai langkah awal untuk mencapai tujuannya. Modal dasar itu terbagi atas saham yang memiliki sebuah nominal.
Pejanjian atau kesepakatan pendirian dituangkan dalam bentuk fisik sebuah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti yang di sebutkan alam pasal 7 ayat (1). Oleh sebab itu perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas di sebut dengan akta pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 8 ayat akta pendirian Perseroan Terbatas sekurang- kurangnya memuat dua hal yaitu anggaran dasar perseroan dan keterangan lain. Selanjutnya setelah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris kemudian dokumen akta pendirian Perseroan Terbatas memuat juga besarnya anggaran dasar yang selanjutnya di
kirimkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam tulisan ini di sebut kemenkumham dengan pokok permohonan untuk mendapatkan pengesahan seperti diatur pada Pasal 7 ayat (6) KUHPerdata. Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan. Dalam permohonan pengesahan badan hukum harus dimuat sekurang-kurangnya :
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
e. Alamat lengkap perseroan.
Pengesahan dalam hal ditolak atau diterima akan dilakukan setelah memeriksa anggaran Hasil Pengesahan dapat diterima atau ditolak setelah memeriksa anggaran dasar tadi dan untuk syarat materiil bagi pendirian badan hukum. Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum jika sudah dilakukan pengesahan anggaran dasar. Apabila sebelum pengesahan terjadi tindakan pada Perseroan Terbatas maka hal ini akan menjadi tanggung jawab dari pendiri Perseroan Terbatas. Setelah angggaran dasar Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum diterima selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan pada tambahan berita negara oleh kemenkumham sesuai dengan Pasal 30 UUPT terbaru. Hal ini berlaku pada saat akan merubah anggaran dasar. Pengumuman ini secara hukum memiliki tujuan untuk mengikat pihak ketiga yaitu masyarakat tentang Perseroan Terbatas dengan segala kegiatannya. Oleh sebab itu
masyarakat yang memiliki hubungan dengan Perseroan Terbatas makan akan memiliki ikatan dengan status badan hukum dari perseroan terbatas.
f. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Startup
Startup atau perusahaan rintisan sendiri adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan yang sedang dirintis/sedang berkembang. Startup juga secara umum seperti membangun perusahaan baru tetapi pada tahap ini pengusaha banyak mengalami banyak kendala seperti biaya, pembentukan produk, dan kondisi pasar yang belum ditentukan. Mengenai pengertian startup lebih condong kepada erusahaan yang kebanyakan di bidang teknologi.
Pada kenyataanya startup bukanlah perusahaan yang hanya bergerak dibidang teknologi saja. Berikut merupakan pengertian startup menurut para ahli, Menurut Paul Graham Menurut Paul Graham, startup merupakan sebuah perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan cepat. Baru dirintis tidak serta merta membuat sebuah perusahaan menjadi startup. Karena perusahaan dapat disebut startup bila dilihat dari perkembangan bisnisnya bergerak secara cepat. Perlu diingat bila startup tidak harus bergerak di bidang teknologi, memperoleh dana dari investor, dan melakukan exit. Hal yang paling penting adalah berkembang dengan cepat. Semua hal yang berkaitan dengan startup akan mengikuti perkembangan perusahaan tersebut.50
Menurut Eric Ries Menurut Eric Ries, peneliti buku buku best seller

50 Ketut Wijaya, Kumpulan Istilah Startup Teknologi yang Perl Kamu Ketahui, dalam https://id.techinasia.com/istilah-startup-yang-perlu-anda-ketahui diunduh pada 5 Januari 2022.
Lean Startup mendefinisikan startup sebagai “a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty”. Jika kita penggal definisi diatas, bisa kita bagi menjadi tiga penggalan yaitu:
1. Human institution. Sebuah startup adalah institusi manusia, bisa berupaindividu/perseorang atau perusahaan.
2. To deliver a new product or service. Startup didirikan oleh peroranganatau perusahaan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru.
3. Ketiga, under condition of extreme uncertainty.
Maksud definisi tersebut adalah startup sebagai bisnis baru yang didirikan untuk menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi, apakah startup tersebut akan berhasil atau gagal. Inilah yang membedakan startup dengan perusahaan yang sudah established. Perusahaan yang sudah lama berdiri umumnya sudah mempunyai jam terbang dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan baginya atau ketidak pastian. Ketidak pastian inilah yang dihadapi oleh para pendiri startup sehari-hari. Mereka akan mencoba- coba model bisnis dan metode yang sesuai dengan kondisi pasar hingga akhirnya pasar menerima produk atau jasa dari startup tersebut. Eric Ries mengatakan bahwa startup harus melakukan crazy experiment hingga akhirnya startup mengungkapkan jalan suksesnya               masing-masing. Ia menawarkan metode Lean Startup agar para pendiri startup dapat memangkas percobaan yang tidak sejalan dan belajar dari hal itu hingga sukses. Menurut Steve Blank Menurut Steve Blank definisi dari
startup adalah “A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.”. Dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa menurut Steve Blank startup merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis berulang dan terukur.
Dalam penggalan “scalable business model” Steve Blank menjelaskan bahwa scalable startup adalah yang melayani unknown customer dengan unknown product. Pada dasarnya, produk dan konsumennya tidak diketahui dari awal. Secara kontras, scalable startup dirancang berkembang untuk menjadi besar. Mereka memerlukan risk capital. Selain itu, scalable startup juga menfokuskan diri pada pencarian model bisnis yang scalable dan repetable. Defenisi diatas mungkin lebih pada terminologinya, namun akan lebih mudah jika istilah startup diartikan sebagai perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Mulai berkembang akhir tahun 90an hingga tahun 2000, nyatanya istilah Startup banyak “dikawinkan” dengan segala yang berbau teknologi, web, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut.Kenapa itu bisa terjadi?. Kembali melihat ke belakang ternyata hal tersebut terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai popular secara internasional pada masa buble dot- com. Fenomena buble dotcom adalah ketika pada periode tersebut (1998- 2000) banyak perusahaan dot-com didirikan secara bersamaan. Pada masa itu sedang gencar-gencarnya perusahaan membuka website pribadinya. Makin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan waktu itu pula lah, startup lahir dan berkembang. Namun
menurut Ronald Widha dari TemanMacet.com, startup tidak hanya perusahaan baru yang bersentuhan dengan teknologi, dunia maya, aplikasi atau produk tetapi bisa juga mengenai jasa dan gerakan ekonomi rakyat akar rumput yang bisa mandiri tanpa bantuan korporasi-korporasi yang lebih besar dan mapan.
26 ibid.,hlm.2


� Ronny.Enam Kekuatan Layanan Jasa Internet Banking Tinjauan Persepsi Nasabah.Volume. 3 No. 2 September 2017. hlm.87.


� Deni Darmawan,Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bandung:Remaja Rosda Karya,2012,hlm.14.


41 Kurniawan,Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukumdan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing,2014,hlm.37.


� C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.Cit.,hlm.70.


� C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.Cit.,hlm.70.








